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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena

atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Tahun zozz-zoz6 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas dapat diselesaikan.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah adalah merumuskan arah dan pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun yang mengacu terhadap

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2o21-2e26.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak

terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran

serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan untuk masa

mendatang.

Akhir kata harapan kami dalam mengemban amanah dapat memberikan

kinerja yang baik kepada masyarakat, mengaiak semua pihak yang terkait untuk

bekerjasama membangun kehidupan masyarakat seiahtera, bertakwa, dan

berbudaya. Dengan bekeria keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja

ikhlas lnsya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan mewuiudkan visi - misi

Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 3t Oktober zozz
PIt. KEPAI.A DINAS DAN ARSTP DAERAH
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i..
BAB T

PENDAHULUAN

t.t Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah

dalam iangka waktu tertentu. Adapun Dokumen Perencanaan Pembangunan

jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Penyusunan Dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

disusun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas fungsi dan

kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung

dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang

merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat

untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tuiuan

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis yang kemudian disingkat Renstra merupakan

Dokumen Perencanaan iangka menengah yang disusun dalam upaya mencapai

target kinerja Perangkat Daerah terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun berpedoman kepada

RPJMD Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun zozt-zoz6.

Diharapkan dengan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Tahun zozz- zoz6 dapat dijadikan tolak ukur dan alat bantu bagi

perumusan kebiiakan penyelenggaraan pemerintah dan dalam upaya

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu

diharapkan Rensta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun zozz-zou5 ini

dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah tiap tahunnya selama Iima tahun mendatang, sehingga apa yang telah
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Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

dirumuskan dapat dilaksanakan dan meniadipedoman dalam penilaian capaian

visidan misi Kepala Daerah apakah Targetyang telah ditetapkan dapat dicapai

dalam periode lima tahun sebagaimana yeng telah dirumuskan dalam Rencana

Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2az2-2o26.

Gambar t.t

Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra
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1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra)

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2oo3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor qz86);

Tuiuan

I

I

It

Rroir-affirOeO

1



Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

t ,-.

3

2.

4.

Undang-Undang Nomor r Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4t5il;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44oo);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

zoo4 Nomor ro4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor B Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor tz6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4$8);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Paniang Nasional Tahun 2oo5-2o25 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2oo7 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47oo);

Undang-Undang Nomor T Tahun 2oo8 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo8 Nomor to6,

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor +81il;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 544;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor z3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

5.

6

7

8

9
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t.:
Negara Republik lndonesia Tahun 2o15 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S6lil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor z6 Tahun 2oo8 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

zoo8 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor+8ff);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zotg

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

gzz);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7z Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor t8 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zorg Nomort87,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 64oz;

13. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2ooo Tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

zoo8 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2oU tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Paniang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keria Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun zotT Nomor gtz);

't6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor uo Tahun zotS tentang

Pengelolaan Keuangan Desal

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7o Tahun zotg tentang

Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun zotg Nomor ttt4);

4
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i8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun zotg tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun zozo tentang

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor o5o-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun

2c.21 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas;

2), Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun

2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembangunan Kabupaten KepulauanAnambas;

2.4. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Keda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

r.3 Maksud dan Tuiuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah adalah merumuskan arah dan pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun yang mengacu terhadap

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun tuiuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah

untuk:

r) Memberikan rumusan atau acuan dalam penetapan program/ke$atan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

z) Memberikan Pedoman kepada tiap bagian di Lingkungan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mengoptimalkan tupoksinya guna

5
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mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun zozr-zoz6.

t.4 Sistematika Penulisan

SistematikaPenulisan Renstra SKPD, sebagaimana diatur dalam Permendagri

Nomor 86 Tahun 2o1l ,yaitu antara lain meliputi:

I) BAB I PENDAHULUAN

t.t Latar Belakang

t.z Landasan Hukum

t.3 Maksud dan Tuiuan

1.4 Sistematika Penulisan

Z) BAB IICAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

z.t Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

z.z Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kineria Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah

3) BAB lll PERMASAISHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

PERPUSTAIGAN DAN ARSIP DAERAH

j.1 ldenstifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

3.2 Telahaan Msi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

j.3 Telaahan Renstra IVL dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan lsu-lsu Strategis

4) BAB IVTUJUAN DAN SASARAN

4.r Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

6
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5) BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6) BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

7) BAB VIt KINER'A PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

8) PENUTUP

7
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BAB z

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAIGAN DAN

ARSIP DAERAH

z.t Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun zozz

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keria Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah terdiri dari :

Tugas: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

mempunyai tugas melaksanaan urusan pemerintahan yang meniadi

kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan dan penetapan kebiiakan di bidang perpustakaan dan

kearsipan;

b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

perpustakaan dan kearsipan;

c) Koordinasipelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah;

d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan;

e) Pengelolaan barang milik Daerah;

f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah;

g) Pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang

tugasnya.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing komponen organisasi Dinas

B
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1

Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan

kepada Daerah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi

sebagaiberikut:

a) Perumusan kebiiakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

b) Pelaksanaan kebiiakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan

kearsipan;

d) pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan

dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis

dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sekretaris menyelenggara ka n fungsi seb aga i berikut:

a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah;

b) Penyusunan rencana program keria dan anggaran Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan;

c) Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan

kearsipan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

2
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).

dokumentasi;

e) Penyelenggaraan pengelolaan baran$kekayaan milik negara/Daerah di

lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

g) pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah;

h) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaitugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan,

pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebiiakan

dibidang perpustakaan.

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang perpustakaan;

b) Pemberian petuniuk teknis di bidang perpustakaan;

c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang

perpustakaan;

d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan

pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian bahan perpustakaan,

pengembangan koleksi pengolahan bahan perpustakaan dan layanan

perpustakaan di bidang perpustakaan;

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

perpustakaan;

f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebiiakan di bidang perpustakaanl

g) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaitugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan

4.
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l

5.

Kepala Bidang Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang arsip daerah;

b) Pemberian petuniuk teknis di bidang arsip daerah;

c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang

arsip daerah;

d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan kearsipan, pengolahan arsip

dinamis, arsip statis, dan layanan pemanfaatan arsip di bidang arsip

daerah;

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

arsip daerah;

f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebiiakan di bidang arsip daerah;

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan

surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

sebagaiberikut:

a) Pelaksanaan reformasi birokrasi internal;

b) Pengkoordinasian, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan

dokumentasi terkait kegiatan;

c) Penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah;

d) Penyiapan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik,

penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat,

pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perialanan dinas

pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaanl

e) Penyusunan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi,

pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan

dukungan teknologi informasi;
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f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) pegawai;

g) Pelaksanaan layanan administrasi umum di lingkungan Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah;

h) Fasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang keria

di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

i) Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian

umum dan kepegawaian;

i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

z.z Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, SDM yang dimiliki cukup

beragam. Secara Keseluruhan iumlah personil di Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah kabupaten Kepulauan Anambas per Desember zozz sebanyak 10 orang

yang terdiri dari 4 Laki- Laki dan 6 Perempuan. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah terdiri dari t Sekretariat z bidang yang yaitu;

t) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasidi lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah;

b) Koordinasikegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerahl

c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keria

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah;

d) Pembinaan dan penataan organisasidan tata laksana;

e) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
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f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan

pengadaan barangliasa;

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah.

z) aidang Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

kebiiakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan di

bidang perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebiiakan di bidang perpustakaan;

b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan di bidang

perpustakaan;

c) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;

d) Pelakanaan administrasi pemerintahan di bidang perpustakaan;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah.

3) Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan di

bidangan arsip daerah.

Bidang Arsip Daerah mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebiiakan di bidang arsip daerah;

b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan di bidang arsip

daerah;

c) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang arsip daerah;

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah.
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l,;
Tabelz.t

Kondisi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.

Kep. Anambas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

1 Sekretariat 1 1

4 92 Bidang Perpustakaan 1 2 2

3 Bidang Kearsipan

o I 2 2 5 roJumlah

No Uraian 53 5z Sr D3 D2 sMA/ SMK SMP SD Jumlah

% o to 20 2G o 5o o o roo
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Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Masing-masing bagian memiliki PNS dan PTT yang telah ditempatkan

sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi didalam melaksanakan tugas

dan fungsinya berdasarkan tingkat pendidikan yang disaiikan per bagian yang

dapat dilihat pada tabet diatas.

Berikut jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

berdasarkan jenis kelamin pada table berikut:

Tabel z.z

Jumlah Pegawai berdasarkan ienis kelamin

Jumlah Pegawai di

Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Kabupaten Kepulauan

Anambas

4 6

2.3 Kineria Pelayanan Perangkat Daerah

Kineria memiliki arti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan

atau memiliki arti kemampuan keria. Bisa disimpulkan kinerja pelayanan SKPD

memiliki definisi tingkat capaian kineria Perangkat Daerah berdasarkan

sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

waiib, dan/atau indikator kineria pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator

lainnya.

.t ,-
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Dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Kepuluan Anambas baru dibentuk pada pada akhir tahun :ozu maka tidak

dapat dilakuakn evaluasi kinerja.

Data program kegiatan terdulu hanya dapat diadopsi dari

Sekretariat Daerah Kab. Kep. Anambas. Berikut disaiikan tabel anggaran dan

realisasi pendanaan yang terdiri dari beberapa program dan kegiatan serta

anggaran, Realisasi dan Rasio Capaian pada perogram kegiatan terkait

Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai berikut:

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
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Tabelz.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun 2ot6-202o
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TProBrm 
P.isambrn6.n

lP.reui.t..n
1

Bud.y. Srca dan Pombln.an

155.664.414 212.603.900 212.603,900 at-244-s49 1m 99155.709.800 214.136.500 214.135.6m 41.500.om2

lProSrum 

U.usin Xe.rslFn

I ta:.t
I

I

I

I z0tq '; zAZo
li

I

R@lissi FadETahun

-- ,016l

I

I

I

I

I

I

I
j

Antga.F Pada TahuD

ztloior':'eiira-
Noru PtoAraft

9 10 I1 L2 13 14 154 5 aI 2



Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

BAB 3

PERMASAI.AHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.r tdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

lsu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Suatu kondisi/keiadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun tujuan dari ldentifikasi masalah yaitu agar kita mendapatkan

seiumlah masalah yang saling berhubungan guna tercapainya maksud dan tujuan

yang ingin dicapai. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat diidentifikasikan beberapa perrnasalahan

yaitu antara lain:
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Tabel T-8. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Koordinasi dan

sinkroniasasi OPD

baru untuk
mendukung RPJMD

Kabupaten
Kepulauan Anambas

PP 18 Tahun 2016 dan RPJMD

Kabupaten Kepulauan Anambas
Proses diskusi
penataan

kelembagaan
yang belum
optimal

Kelembagaan Adanya kelembagaan yang

baru dibentuk untuk
mendukung RPJMD

Kurang optimalnya pelayanan

administrasi dan teknis kedinasan
Pelayanan kedinasan yang

diberikan selama ini masih

berdasar kebiasaan yang telah
dijalaniselama ini dan
berdasarkan masukan dan
diskusi dengan pihak

Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau

Adanya
keterbatasan
personildan
terbatasnya
dukungan sarana

dan prasarana

Masih terbatasnya
dukungan dan

ketersedian
perpustakaan dan
fiasilitas baca untuk
masyarakat di
seluruh Kab. Kep.

Anambas

Kualitas layanan
Perpustakaan

Masih diperlukan
peningkatan pemahaman

terhadap pelayanan

administrasi, pelayanan

kedinasan

Adanya
keterbatasan
personildan
terbatasnya
dukungan sarana

dan prasarana

Kurangnya referensi
di daerah yang

memadaiterkait
pengusahaan

kearsipan daerah

Belum terlaksananya pelayanan

kearsipan daerah
Masih diperlukan kinerja
dan usaha untuk mengejar
ketertinggalan dalam hal
pengelolaan kearsiapan di

daerah

Belum terbentuknya landasan

baku kearsipan daerah
Urusan Arsip
Daerah

l9

Na. Arpek Kaiian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang digunakan
Falctor yang msmpengaruhi Permasalahan Pelayan*n Perangkat

Daerahlnternal Eksternal

I.

t
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Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

!.; 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat

penting dalam pembangunan suatu daerah. Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan

adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna

mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan

kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi

diantaranya:

a. sebagaiarah bagisemuakebijakanpembangunan,

b. sebagaitujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebiiakan

pembangunan,

c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan,

dan

d, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasiterhadap

semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat meniadi pranata yang berfungsi sebagai

pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam

pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah

penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan

kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan

isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan

Anambas untuk jangka waktu zozt-zoz6 adalah sebagai berikut:

'Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim

Teldepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul

Karimah"

Daripaparan visidiatas ditetapkan 4 misiyaitu sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh,

Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;

z. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah
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Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan

Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi, dan

4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas

Wilayah.

Dari peniabaran visi dan misi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

penyelenggaran tugas dan fungsinya terdapat pada semua misi yang meniadi

amanat bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mewujudkannya. Oleh

karena itu sudah meniadi kewaiiban perangkat daerah agar apa yang telah

diamanatkan dalam visi dan misi Kepala Daerah untuk dapat diselaraskan dengan

program dan kegiatan prioritas daerah hal ini guna mendukung tercapainya visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3 Telaahan Renstra lqL dan Renstra

Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional

Telahaan terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik lndonesia dan

Renstra Lembaga Arsip Nasional Republik lndonesia (ANRI) dimaksudkan

untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan urusan yang menjadi

kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2o07 tentang Perpustakaan Pasal r angka

t menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi

karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,

informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan

bahwa perpustakaan bertuiuan memberikan layanan kepada pemustaka,

meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan

pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan

pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang waiib

memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam

Pasal 5 Undang-Undangtentang Perpustakaan, menielaskan:
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Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan,

memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai

akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan

secara khusus; dan

3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental,

intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai

dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Adapun visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik lndonesia serta visi

dan misi rensta Arsip Nasional Republik lndonesia adalah sebagaiberikut:

Visi Perpustakaan Nasional Tahun zozo-2o24 disesuaikan dengan Visi

Presiden periode 2ozo-zoz4, yaitu: "Terwujudnya lndonesia maju yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

melalui penguatan budaya literasi".

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tuiuh) Agenda

Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2o2o-2o24, yaitu agenda ke-4

revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan

Nasional merumuskan Misi:

"Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan,

layanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah

Nusantara".

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan

pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun zo2o-2o24 dalam rangka

mewujudkan misi adalah:

"Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan

perpustakaan bagi terwuiudnya masyarakat pembelaiar sepanjang hayat,

ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55ro3 (Baseline

zorg) menjadi Trro tahun 2o,24".
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2. Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Arsip Nasional Republik lndonesia Nomor z Tahun 2o2o tentang

Rencana Strategis Arsip Nasional Republik lndonesia Tahun 2o2o-2o24

Dalam kontek pembangunan nasional, pembangunan kearsipan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2oo9

tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkokoh dan

mempertahankan Negara Kesatuan Republik lndonesia (UfRt) serta

mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional

yang bertuiuan untuk:

t. meniamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta

ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;

z, meniamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat

bukti yang sah;

). meniamin terwuiudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan;

4. meniamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan

rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan

terpercaya;

5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu

sistem yang komprehensif dan terpadu;

6. meniamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti

pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara;

7. meniamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial,

politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati

diri bangsa; dan

8, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Berpedoman pada RPJMN 2o15-2oig, ANRI menyusun dan menetapkan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
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Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Renstra ANRI 2or5-2or9 dengan visi perubahan "Arsip sebagai pilar good

govemance dan integrasi memori kolektif bangsa" dengan misi perubahan:

r. mewuiudkan arsip sebagai indikator kineria lembaga dan objek

pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan

pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat

pusat dan daerah serta masyarakat;

z. mewuiudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi

electronic records system;

3. mewuiudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan

melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi

modern, digitalisasi, dan sistem iaringan informasi;

4. mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem

dan iaringan informasi kearsipan;

5. mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI

terhadap penyelenggaraan kearsipan; dan

6. membangun sinergitas berkelaniutan dengan K/L di pusat dan daerah

terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan

3. Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabuaten

Kepulauan Anambas iuga mempertimbangkan Renstra Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang merujuk pada RPJMD Provinsi

Kepulauan Riau Tahun zozt-2o26, dengan visi sebagai berikut:

"Terwuiudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan

Berbudaya"

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tersebut selaniutnya dapat dimaknai

sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan

seiahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia

usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan
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internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan

pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang

berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya

Nusantara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kaiian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah atau disingkat RTRW Kabupaten Kepulauan

Anambas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

RTRW memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang

ditahapkan selama kurun waktu zo Tahun. Keterkaitan RTRW dengan dokumen

perencanaan adalah sebagaimana diketahui bahwa RTRW merupakan dokumen

perencanaan tata ruang wilayah, yang memberikan norma, batasan, dan arahan

terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi

permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki,

serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten

dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah

Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

r) Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi,

geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk

pengembangan kegiatan;

z) Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas

Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;

3) Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI ll di Laut Cina Selatan

sehingga mempunyai potensiekspor hasil- hasil olahan laut yang besar;

4) eotensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang

wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.
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RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

a) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;

c) acuan untuk mewuiudkan keseimbangan pembangunan dalam

wilayah Kabupaten;

d) acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;

e) pedoman penyusunan rencana rincitata ruang Kabupaten;

0 dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan

wilayah kabupaten; dan

g) acuan dalam administrasi pertanahan.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewuiudkan ruang wilayah

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan

nusantara dan ketahanan nasional melalui:

a) peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan

ekonomi;

b) peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertambangan migas,

kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, dan

industri;

c) pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

hidup; dan

d) terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.

Sasaran penataan tata ruang wilayah Kabupaten adalah:

a) terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat;

b) terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budi daya;

c) tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan;

d) meningkatnya investasimasyarakat dan dunia usaha diwilayah Kabupaten;
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e) meningkatnya kerjasama pembangunan antara swasta dan pemerintah di

wilayah Kabupaten; dan

f) keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antar sektor pembangunan.

Terkait KLHS, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia telah membawa perubahan

hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,

termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan

Undang-Undang No. 3z Tahun 2oo9, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah

daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebiiakan, rencana,

dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan sebuah

upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan

ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi

masa kini dan generasi masa depan.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata

ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM

nasional, dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan/ atau program yang

berpotensimenimbulkan dampak danl atau risiko lingkungan hidup.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk

pembangunan;

z. perkiraan mengenaidampak dan risiko lingkungan hidup;

3. kineria layanan/iasa ekosistem;

4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasiterhadap perubahan iklim; dan

6. tingkat ketahanan dan potensikeanekaragaman hayati.

Beberapa indikator lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam dokumen
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perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik lndonesia No. 86 Tahun zoq di antaranya adalah kualitas air, kualitas

udara, kualitas tutupan lahan, aksi perubahan iklim, limbah 83, persampahan, dll.

3.5 Penentuan lsu-lsu Strategis

lsu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. lsu strategis juga

diartikan sebagai suatu kondisi/keiadian penting /keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan

menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu

strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka

panjang, mendesak, bersifat kelembagaanl keorganisasian dan menentukan

tujuan di masa yang akan datang.Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan

isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci

yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain

yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan

terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, Hal tersebut bertujuan

agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat

terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. ldentifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi

dalam pembangunan.

Maka berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, dapat dirumuskan beberapa isu-isu Strategis Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu antara lain;

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan didaerah

2. Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
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3. Belum ada identifikasi naskah kuno yang dilestarikan

4. Belum maksimalnya pengelelolaan arsip dinamis

5. Belum optimalnya Pengelolaan arsip statis dan in aktif

6. Belum dilaksanakannya pembangunan iaringan informasi kearsipan di seluruh

lembaga pemerintahan kabupaten

l. Kurang optimalnya pemanfaatan metode, sarpras serta sumberdaya manusia

dalam pelayanan terhadap masyarakat.

8. Masih kurangnya keadilan dan kesetaraan gender (KKC) dalam proses

pembangunan daerah.
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BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.t Tuiuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis

yang menuniukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan meniadi dasar penyusunan

arsitektr kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tuiuan tersebut

akan diteriemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

perlu memperhatikan indikator kineria kineria sesuai tugas dan fungsi SKPD atau

kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan

indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan

Anambas sehingga perumusan tuiuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tuiuan

dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

zozr-zoz6.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung Visi dan Misi Bupati dan

Wakil Bupati KepulauanAnambas yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh,

Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;

z. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan,

dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
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3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan

Melayaniserta Otonomi Desa yang Bersinergi;

4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas

Wilayah.

Sasaran :

1. Sasaran yang terdapat pada tuiuan "Membangun Sumber Daya

Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta

Berakhlakul Karimah" adalah sebagai berikut:

Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-

prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/

Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif

atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang

berprestasi dan dedikatif.

z. Sasaran yang Terdapat pada tujuan "Memulihkan dan

Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan

Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata" adalah sebagai

berikut:

r Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta

menciptakan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru di

kecamatan dan desa;

Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6

persen.

3. Sasaran yang terdapat pada tujuan "Menciptakan Tata

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani

serta Otonomi Desa yang Bersinergi" adalah sebagai berikut:

o Meningkatnya akuntabilitas kineria Perangkat Daerah

4. Sasaran yang terdapat pada tujuan "Melanjutkan Pembenahan

Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah" adalah

sebagaiberikut:

o Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan listrik

(Anambas Terang zoz4)
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Tabel T-C.25

dan Sasaran Daerah

Target Kineria Tuiuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

No 2026Sasaran
lndikator

Tuiuan/Sasaran

Definisi Operaslonal
2022 2O23 2O24 2O25

Jumlah pengunjung perpustakaan
tahun n - Jumlah pengunjung
perpustakaan tahun sebelumnya /
Jumlah pengunjung perpustakaan
tahun n dikali too %

8.57" 'to% 't3.o47{ t4.8t% t5.625%

Persentase
peningkatan iumlah
pengunjung
perpustakaan

1

Meningkatkan
aksesibilitas dan
layanan literasi
perpustakaan Meningkatnya

ketersediaan
perpustakaan sebagai
pusat literasi
masyarakat

Rasio perpustakaan
persatuan penduduk

Jumlah perpustakaan / Jumlah
Populasi penduduk tahun
berkenaan

o,oo15 o,oo16 o,oo17 o,oo18 o,oo19

lndeks Reformasi
Birokrasi

c (so) c (so) cc (Es) cc (ss) B (6r)

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah

Nilai Predikat SAKIP c (so) c (ro) cc (ss) cc (58) B (6r)

2

Mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan
urusan Pemerintah
Daerah yang bersinergi

Meningkatnya
pengelolaan arsip
daerah

Persentase
Pengelolaan Arsip
yang sesuai dengan
standar yang
ditetapkan

Jumlah ketersediaan arsip sebagai
bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah, dan pertanggung
jawaban/ target tahunan * roo%

25% 35% 50% 6s% 70%

I
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BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang cara mencapai tuiuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien. Strategi dan arah kebiiakan iuga merupakan respon terhadap tujuan dan

sasaran yang diteteapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan

kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk

mewuiudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai

tujuan. Strategi dan kebiiakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil

untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran

pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan

mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam

menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
selanjutnya dijabarkan dalam arah kebiiakan sehingga strategi menjadi lebih

spesifik, konkret dan operasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Peemrintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal t disebutkan
bahwa:

a. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran

b. Arah Kebiiakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

daerahlperangkat daerahyang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategis.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran

diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran,

sebagaimana pada uraian berikut:

-to
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Tuiuan, Sasaran, Strategi dan Kebiiakan

Visi: Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maiu dan Berakhlakul Karimah

Misit : Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah

Misi z: Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata

Misi 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayaniserta Otonomi Desa yang Bersinergi

Misi4: Pembenahan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Misi Tuiuan Sasaran Strategi Arah Kebiiakan
Membangun Sumher Daya
Manusia yang Kompetitil Sehat
dan Tangguh Berbudaya serta
BerahlakulKarimah

Meningkatkan aksesibilitas dan
layanan literasi perpustakaan

M eningkatnya ketersediaan
perpustakaan sebagai pusat literasi
masyarakat

Meningkatkan jumlah koleksi
perpustakaan daerah

Meningkatkan jumlah
ketersediaan perpustakaan

Meningkatkan jumlah kunjungan
pemustaka ke perpustkaan

a

a

a

r Peningkatan layanan inovasi
perpustakaan daerah

o Penerapan layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial

r Mengoptimalkan layanan
perpustakaan keliling

r Pengoptimalan sosialisasi gemar
membaca

Menciptakan Tata
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang
Bersih dan Melayani serta Otonomi
Desa yang Bersinergi

Mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah yang bersinergi

Menin gkatnya akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah

Meningkatkan kualitas kinerja dan
sistem pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah

Peningktaan akuntabilitas kinerja
(Peningkatan Nilai dan Aktualisasi
Reformasi Birokrasi dan SAKIP).

Meningkatnya pengelolaan arsip
daerah

Meningkatkan penerapan pengelolaan
arsip sesuai standar pengelolaan yang
ditetapkan

Peningkatan tata kelola dan
kepatuhan pengelolaan arsip
perangkat daerah
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BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah

ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan lndikatif Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas selama 5 (lima) tahun kedepan (zozt-zoz6) dengan

memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas dan tetap mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, yang

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan Dan

Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor o5o-37o8 Tahun

2o2o tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang terdiri dari sub kegiatan, untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai

wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna

mencapai tuiuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari

pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan

indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik

kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian

tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai

alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kineria input, output, outcome

maupun impact yang sesuaidengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan,

sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan perangkat daerah bidang perancanaan kepada Perangkat Daerah dan

penentuan alokasi belanianya dengan didasarkan pada program prioritas sesuai

dengan kebutuhan. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan

kegiatan serta sub kegiatan diharapkan mampu meniawab berbagai

permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perpustakaan
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dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan

sesuai dengan strategi dan arah kebiiakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

i. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini terdiri dari z (dua) kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah

Kabupaten/ Kota ;

. Peningakatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan

Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota ;

. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari z (dua) Sub kegiatan, yaitu:

o Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat ;

. Pemberian Penghargaan Cerakan Budaya Gemar Membaca.

2. Program Pengelolaan Arsip

Program ini terdiri dari t (satu) kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini tediri dari r (satu) Sub Kegiatan, yaitu:

o Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

j, Program Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, yaitu:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari z (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

. Penyediaan Gaii dan Tunlangan ASN

o Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/ Verifikasi

Keuangan SKPD

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu:
. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

. Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

j6



Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

-1 a

o Penyediaan Bahan Logistik Kantor

. Penyediaan BarangCetakandan Penggandaan

o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintah

Daerah

Kegiatan initerdiri dari t (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
. PengadaanAsetTetap Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan initerdiridari z (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

o Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hampir semua program dan kegiatan serta sub kegiatan yang terdapat

dalam rancangan awal rencana strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun zazz-zoz6 mendukung Program

Nasional dalam Pengarustamaan Gender (PUG), yaitu dengan melibatkan

Pegawai Laki-laki dan Perempuan, karena perlakuan dalam melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai ASN dipandang sama dalam penugasan, sebagian penugasan

yang di tugaskan danlatau diperintahkan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas tidak pernah membedakan kemampuan

seseorang dalam bekeria lebih mengutamakan persamaan gender dalam

bekeria dan berkarya.
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Tabel T-C. z7

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH KABUPATEN KEPUISUAN ANAMBAS

Tujuan Sasaran Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Prcgaml Kegiatan

lndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Data

Awal

Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

tokasi2422 202t 2024 2025 2426

Target Rp, Target Rp. Target Rp, Target Rp Target Rp.

1 2 3 4 6 7 I 9 10 11 12 14 $ 16 17 18

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.tt88.354.588 5.082.177.52t s.727.374.4W 6,483.047.774 7.?70.365.7U)

2.2' URUSAN PEMERI'.ITAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Mewujudkan
tata kelola

penyelenggar

aan urusan
Pemerintah
Daerah yang

bersinergi

Meningkatnya
akuntabilitas

kinerja
Perangkat

Daerah

2.23.01 PROGRAM PETIIU]{,AN6

URUSAN PEMERIiITAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cekup.nhy.n.n
pcnun ana urusn
p.m"rlnt h dr.Eh

100vo t00f,6 2.L72.716.624 roofx 2.507.258.(m twa 3.128.7Gr.(x)0 too% 3.754,t149.m0 t0{J/o 4.sr}s.337.0,00

2.23.OL.z.O2 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah .l
Perentase Dokumen

Adiministrasi Keungan

vanc tersele$ikan

7W. LOo% L.477.4@.802 !0tr/o 1.693.7s2.000 !ooo/, 2.032.502.000 loOo/o 2.439.002.000 lO0o/o 2.926.802.000

2.23.O1.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persertase Dokumen

Administrasi Umum
Perangkat Daerah yanB

Terselesalkan

LW" !ou/, 340.27L.7N LOU/o 408.325.000 1000/. 489.990.000 100% s87.988.000 too% 705.585.000

2.23.OL.2.O7 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Persentase Dokumen

Hasil

Pentadaan BaranE Milik

Da erah

1W/. lotr/o 97.829.400 100% 117.395.000 LWo 140.874.000 LO0% 159.048.000 LOO% 202.857.000

2.23.Ot.2.O8 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan V
Daerah

F!rsentsse Dokumen

Hasil Pengadaan Brtan8

Millk Daerah

70v. 10ff/o 323.tsS.3?2 \owo 387.786.000 LO0P/o 465.343.000 TOOo/o 558.411.000 l0Oo/o 670.093.000

2.24 URUSAN PEMERIITTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2.24.O2 PROGRAM PENGELOTAAN

ARSIP

PaEntastcrusunny
a

tW. t9% 113.142.100 32% 137,243.610 42% 74.199.r"' 48% 151.311.080 5596 158.876.630

2.24.O2.2.O1 Pengelolaan Arsip Dinamis

Daerah Kabupaten/Kota \,

Perientase Pelaksanan

PenSelolaan Arsip

finamis herah
|(abupaten/Kota

7M !9o/o 113.142.100 32% 135.770.000 42o/o 144.105.791 48% 151.311.080 55% 158.875.630

Meningkatkan
a ksesibilitas

dan layanan

I iterasi

perpustakaan

MeninSkatnya

ketersediaan

perpustakaan

seba8ai pusat

literasi
masyarakat

2.2r,O2 PROGRAM PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

PG rrcntr lrcr lu pr n

Lryrnrn
lOp.rpuitrkaan

t2% t70a 1.202.495.864 5V" 2.?37.6?5.9t3 67% 2.454.S59,708 87% 2,577.287.694 to,J% 2.706.152.079

2.23.O2.2.OL Pengelolaan Perpustakaan

Tingkat Daerah \J

Kabupaten/Kota

Persentase Pentelolaan
Perpustkaan Tingkat

Daerah Kabupaten/

Kota

5ovo LOO% 866.013.454 TOOo/o 1.683.547.425 lOff/o r.767.724.796 too% 1.856.111.036 7000/" 1.948.916.588

2.23.02.2.O2 Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat Daerah v
Kabupaten/Kota

Fers entase Peningka ta n

Gemar Membaca di

Da erah

5016 7O@/o 336.482.400 I00%

l8
654.128.488 LW/o 586.834.912 too% 721.t76.658 !0Oo/o 757.235.49L
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BAB 7
KINERIA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

lndikator kineria adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tuiuan yang telah

ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang

dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau

melihat tingkatan kineria baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan

setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerianya.

Kineria Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan

adalah kineria yang secara langsung menunjukkan kineria yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah. Kineria merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan

pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar

indikator kineria Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas harus diarahkan untuk mencapai target kineria sesuai dengan

kewenangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang telah dicantumkan

dalam target kineria RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2c21-2026

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

)9



L'
.l

TabelT-C.28
tndikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tuiuan dan sasaran RPJMD

No. tndikator

Kondisi
Kineria

pada awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kineria

pada Akhir
periode
RPJMDTahun zozt Tahun zozz Tahun zoz3

Tahun
2OZ4

Tahun zoz5 Tahun zoz6

1
Persentase peningkatan iumlah
pengunjung perpustakaan

5% 5% 8.5% 70% 73.O4% 74.8t% 7s.625% 75.625%

2.
Rasio perpustakaan per satuan
penduduk

0,0014 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019 0,0019

3. lndeks Reformasi Birokrasi c (so) c (so) cc (ss) cc (ss) B (6r) B (6r)

4. NilaiPredikat SAKIP c (so) c (so) cc (ss) cc (ss) B (6r) B (6r)

5
Persentase Pengelolaan Arsip yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan

25% 15% 5c% 6s% 7c% 70%

I
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t

BAB 8
PENUTUP

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun 2021- 2026 ini disusun untuk meningkatkan kineria Perangkat

Daerah sebagai unsur yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi

dalam kerangka visi dan misi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah

dispesifikasidan disepakatidalam kinerja penyelanggaraan Permerintahan Daerah

yaitu RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahu zozt-zoz6,

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama

adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kineria Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena itu

Renstra ini harus menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Kerja dan RKA di

Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas selaku unsur staf dan atau target kineria sasaran Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan

dalam Rencana Keria dan RKA. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kineria (LkilP), yang selaniutnya akan

menjadi bukti pencapaian.
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Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkineria dari

semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten kepualauan Anambas.

Tarempa, 3t Oktober zozz
PIt. KEPAIA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

ANAMBAS,

NIP. 2roo5

a.

*
oz
*DAERAH
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